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Abstract

This study aims to analyze the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation
Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) in improving regional development seen from
two indicators, namely economic indicators (Economic Growth) and social indicators (Human
Development Index or HDI). The analytical tool used in this study is Panel Data Regression
Analysis from 2013 to 2016 at 21 municipal districts in East Nusa Tenggara Province. Viewed
from the Economic Growth, the study showed that PAD, DAU and DAK have significant impact
on regional development. However, from the social indicators perspective, the Human
Development Index is only influenced by PAD and DAK, in which PAD decreases HDI; and
DAK increases the HDI.

Keywords: (Regional Original Income,Economic Growth, Human Develompent Index)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan
daerah dilihat dari dua indikator yaitu indikator ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi) dan indikator
sosial (Human Development Index). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Analisis Regresi Data Panel dari tahun 2013 hingga tahun 2016 untuk 21 kabupaten kota yang
ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitan ini adalah PAD, DAU dan DAK
signifikan berpengarun meningkatkan pembangunan daerah dari indikator ekonomi yaitu
Pertumbuhan Ekonomi. Namun dari indikator sosial yaitu Human Development Index hanya
dipengaruhi olen PAD dan DAK, dimana PAD berpengaruh menurunkan IPM dan DAK
berpengaruh meningkatkan IPM.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia
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I. PENDAHULUAN

embangunan merupakan salah satu u-

paya untuk menuju kepada proses ya-

ng lebih baik, di berbagai aspek so-
cial, ekonomi, budaya dan politik (Baety,
2013). Keberhasilan pembangunan ekonomi
suatu negara dapat filihat dari pertumbuhan e-
konomi negara tersebut (Rori at all, 2016).
Proses pembangunan menghendaki perubahan
pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan
pada dua hal yaitu struktur ekonomi dari per-
tanian ke industri dan perubahan kelembagaan
(Kuncoro, 2010). Pertubuhan ekonomi menu-
rut Budiono (dalam Dewi, 2013) adalah peni-
ngkatan output yang dihasilkan oleh masyara-
kat karena semakin banyak faktor produksi
yang digunakan dalam suatu proses produksi.
PDB atas dasar harga konstan akan menun-
jukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut,
dan digunakan untuk mengetahui pertumbu-
han ekonomi dari tahun ke tahun.

UU No 32 tahun 2004, dimana setiap
daerah diberi kewenangan yang luas untuk
mengurus rumah tangganya sendiri dengan
sedikit campur tangan pemerintah pusat (Uhi-
se, 2013), menjadi sauatu tumpuan bagi pro-
vinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkat-
kan Pembangunan Ekonomi. Salah satu indi-

kator pembangunan adalah indikator ekonomi
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yang termasuk di dalamnya adalah GNP per-

kapita laju pertumbuhan ekonomi dan GDP

per kapita dengan Purchashing Power Parity

(Kuncoro, 2010). Berikut pertumbuhan ekono-

mi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

2011 — 2017 yang tercermin dari PDRB atas
dasar harga kosntan.
Il. KAJIAN TEORI

Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas

Dasar Harga Konstan (dalam %)

=—8—LAJU PDRB

.63

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Gambar 1 menunjukan laju pertumbu-
han yang mengalami fluktuasi dari tahun keta-
hun dan cenderung fluktuasinya menurun, pa-
da tahun 2011 laju pertumbuhan sebesar 5.63
% mengalami fluktuasi yang menurun hingga
5.16 % pada tahun 2017. Selain indikator eko-
nomi, salah satu indakator lainnya adalah indi-
kator social yang termasuk didalamnya adalah
Indeks pembangunan manusia dan Indeks
Mutu Hidup (Kuncoro, 2010). IPM merupa-
kan salah satu alat ukur yang digunakan untuk

32



melihat perkembangan kualitas sumber daya
manusia, agar mampu membawa keberhasilan
pada pembangunan suatu daerah (Baety,
2013). Selain itu juga, IPM bermanfaat untuk
membandingkan Kinerja pembangunan manu-
sia antarnegara maupun antar daerah (Kun-
coro, 2010).

Gambar 2. Human Develoment Index Provinsi
Nusa Tenggara Timur tahun 2012 — 2017
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Sumber: olah BPS (NTT dalam angka 2014 —
2018)

Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat
IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur meni-
ngkat dari tahun ke tahun. IPM meningkat se-
banyak 2.92 dari tahun 2012 sebanyak 60.81
menjadi 63.73 pada tahun 2017. Berdasarkan
peringkat IPM maka Provinsi Nusa Tenggara
Timur tergolong dalam kelompok daerah de-
ngan pembangunan manusia yang menengah
(medium human development), dimana hal ter-
sebut tergambar dengan nilai IPM yang berki-
sar antara 0.51 hingga 0.79 (Kuncoro, 2010).
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Kedua indikator pembangunan ekonomi
baik indikator ekonomi dan indikator social
memiliki hubungan timbal balik. Pertumbuhan
ekonomi meningkatkan persediaan sumber
daya yang dibutuhkan pembangunan manusia,
dengan meningkatnya sumber daya dengan
alokasi sumberdaya yang tepat akan mendo-
rong pembangunan manusia menjadi lebih ba-
ik (Baety, 2013). Begitupun sebaliknya de-
ngan tingkat pembangunan manusia akan ber-
pengaruh baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi me-
lalui demokrasi (kuncoro,2010).

Otonomi daerah memberikan penghara-
pan kepada masing-masing daerah untuk me-
ngurus dan mengatur sendiri kegiatan peme-
rintahan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, penyerahan kewenangan tersebut di-
ikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan
dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara peme-
rintah pusat dan pemerintah daerah (Sugiarthi
dan Supadmi, 2014).

Otonomi daerah juga dapat menyebab-
kan terjadnya kesenjangan dikarenakan sum-
ber daya alam yang berbeda antardaerah diin-
donesia, oleh karena itu masih diharapkan
adanya campur tangan pemerintah pusat. Me-

ngatasi masalah kesenjangan tersebut peme-
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rintah pusat memberikan dana peribangan
yang bersumber dari APBN, yaitu terdiri atas
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta
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semua daerah berhak menggunakan sumber
daya yang ada untuk meningkatkan pendapa-
tan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. PAD, DAU, dan DAK Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2017

TAHUN PAD DAU DAK
2014 Rp 763.337.478.000 | Rp 1.131.687.590.000 | Rp 74.235.910.000
2015 Rp 882.315.240.380 | Rp 1.300.445.875.000 | Rp 100.654.710.000
2016 Rp 995.186.120.950 | Rp 1.337.091.848.000 | Rp 1.411.352.709.000
2017 Rp 1.061.760.494.720| Rp 1.784.462.326.000 | Rp 1.772.353.806.930

Sumber : olah BPS (NTT dalam angka 2014 — 2018)

Tabel 1 menunjukkan bahwa bantuan
pemerintah pusat dan pendapatan daerah
untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mening-
kat selama 4 tahun terakhir ini. Pendapatan
Asli daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Pro-
vinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014
hingga 2017 meningkat sebanyak Rp 289 tri-
liun, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) meni-
ngkat sebanyak Rp 692triliun, dan untuk Dana
Alokasi Khusus (DAU) meningkat sebanyak
Rp 1.698 triliun. Peningkatan pendapatan ini
diharapkan dapat meningkatkan pembangunan
ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Otonomi daerah memberi keleluasan ba-
gi setiap daerah untuk meningkatkan pemba-
ngungan ekonomi daerahnya namun tidak ter-
lepas juga dari bantuan pemerintah pusat, hal
ini disebabkan karena adanya kesenjangan
sumber daya pada tiap daerah. Pembangunan
ekonomi di daerah pun di tingkatkan melalui

beberapa indikator yaitu indikator ekonomi
dan indikator social.

Provinsi Nusa Tenggara Timur berusaha
meningkatkan pembangunan ekonomi melalui
kedua indikator tersebut dimana indikator eko-
nomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan indika-
tor social yaitu Indeks pembangunan manusia
(IPM). Kondisi pertumbuhan ekonomi di Pro-
vinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktu-
asi menurun, sedangkan IPM meningkat dari
tahun ke tahun namun tetap berada pada level
medium. Ini menjadi tatangan bagi pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berusaha
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan me-
ningkatkan IPM ke level yang lebih tinggi.

Salah satu faktor penentu penting per-
tumbuhan ekonomi adalah pengeluaran peme-
rintah (Sugiarthi dan Supadmi, 2014), dan
upaya pemerintah adalah dengan mengopti-
malkan potensi pendapatan daerah. Pendapa-
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tan pemerintah daerah bisa berupa pendapatan
yang diperoleh oleh daerah dengan memanfa-
atkan sumber daya yang ada, serta pendapatan
yang diperoleh dari pemerintah pusat yang be-
rupa dana perimbangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melihat pengaruh dari PAD, DAU dan DAK
terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM di
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehinga dapat
dipergunakan oleh pemerintah dalam pengam-
bilan kebijakan.

I1l. METODE PENELITIAN
3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (1996 dalam Mawarni at al,
2013) mengatakan bahwa Pertumbuhan eko-
nomi merupakan proses kenaikan output per-
kapita yang terus menerus dalam jangka pan-
jang. Pertumbuhan juga bisa bersifat positif ji-
ka terjadi kenaikan Output Total Riil, bisa ber-
sifat negative jika terjadi penurunan Output
Total Riil, serta bersifat statis jika tidak terjadi
perubahan sama sekali (Uhise, 2013). Adanya
pertumbuhan ekonomi juga bisa merupakan
adanya indikasi keberhasilan pembangunan
ekonomi (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Salah sau indikator penting untuk me-
ngetahui kondisi ekonomi suatu negara meurut
Badan Pusat Statistik (BPS) adal Produk Do-
mestik Bruto (PDB). PDB atas dasar harga

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 (31-46)
berlaku menggambarkan nilai tambah barang
dan jasa yag dihitung menggunakan harga ya-
ng berlaku pada tahun tertentu, dan biasa di-
gunakan untuk melihat pergesaran dan struk-
tur ekonomi. PDB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
tersebut yang dihitung menggunakan harga
yang berlaku pada tahun tertentu sebagai ta-
hun dasar, dan biasa digunakan untuk menge-
tahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke ta-
hun (BPS, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) pada tingkat regional (Provinsi) me-
nggambarkan kemampuan suatu wilayah un-
tuk menciptakan output pada suatu waktu tert-
entu. PDRB menggunakan 2 pendekatan yaitu
pendekatan lapangan usaha yang merupakan
gambaran penjumlahan seluruh komponen ni-
lai tambah bruto atas berbagai aktifitas pro-
duksi dan pendekatan pengeluaran yang men-
jelaskan tentang pengeluaran dari nilai tambah
tertentu (BPS, 2018).

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari
perhitungan PDRB atas dasar harga konstan

dengan rumus:
__ PDRB,— PDRB,_,
B PDRB,_,

= 100%

Dimana:
PDRE, = nilai PDRB tahun ke n
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FDRB,_; =nilai PDRB tahun ke n (tahun
sebelumnya)
3.2 Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Pembangunan manusia merupakan suatu
proses untuk memperluas pilihan — pilihan ba-
gi penduduk, dimana penduduk ditempatan se-
bagai tujuan akhir sedangkan upaya pemba-
ngunan dianggap sebagai sarana untuk menca-
pai tujuan itu. Untuk menjamin terapainya tu-
juan pembangunan manusia maka harus mem-
perhatikan beberapa hal antara lain produktifi-
tas, pemerataan, kesinambungan, dan pember-
dayaan (UNDP, 1995 dalam Rustariyuni,
2014).

IPM diperkenalkan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) pada tahun
1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam
laporan tahunan Human Development Report
(HDR) (BPS, 2018). Kuncoro (2010) menga-
takan bahwa peringkat yang disusun oleh IPM
berkisar antara 0 (pembangunan manusia yang
terendah) hingga 1 (pembangunan manusia
tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan pemba-
ngunan yaitu (BPS, 2018):

1) Umur Panjang dan Hidup Sehat yang
diukur dengan harapan hidup

2) Pengetahuan yang diukur dengan harapan
lama sekolah (tahun) dan rata-rata lamanya
sekolah (tahun)
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3) Standar Hidup Layak yang diukur dengan
pengeluaran riil perkapita

Berdasarkan 3 ukuran pembangunan ini
peringkat IPM dibagi menjadi 3 kelompok
yaitu: (1) negara dengan pembangunan manu-
sia rendah bila nilai berkisar 0.0 hingga 0.50;
(2) negara dengan pembangunan manusia me-
nengah bila nilai IPM berkisar antara 0.51
hingga 0.79; dan (3) negara dengan pemba-
ngunan manusia yang tinggi bila nilai IPM
berkisar 0.80 — 1.00. IPM juga mengukur ting-
kat pembangunan manusia secara relative
bukan absolut (Kuncoro, 2010).

BPS (2018) mengemukakan beberapa
manfaat dengan adanya perhitungan IPM,
antara lain:

1) Dapat mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hiduo manusia (ma-
syarakat/penduduk)

2) Dapat menentukan peringkat atau level
pembangunan suatu wilayah/negara

3) Dapat mengukur kinerja pemerintah, IPM
juga digunakan sebagai salah satu alokator
penentuan Dana Alokasi Umum.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di-
hitung sebagai rata-rata geometric dari indeks
kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pe-

nge-uaran, rumus IPM adalah sebagai berikut:

I
E——
HDI = '\Il Iks:shatanx Ipsndidikanx '{'psngshmran
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Dimana:

Igoconaran = Indeks Kesehatan
lyengigivan = Indeks Pendidikan
Ipengsiuaran — INdeks Pengeluaran

3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2004 pasal 1 angka 18 mengata-
kan bahwa Pendapatan ASIi Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipu-
ngut berdadarkan peraturan daerah sesuai de-
ngan peraturan perundang-undangan (Kesek,
2013). Tujuan PAD yang tertuang dalam pasal
3 memberikan kewenang kepada pemerintah
daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi
daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai
perwujudn desentralisasi (Mawarni at all,
2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga di-
jadikan sebagai indikator dalam menilai ke-
mandirian suatu daerah dalam mengelola keu-
angan daerah, hal ini dilihat dari Rasio PAD
yang mana jika rasio PADnya tinggi diban-
dingkan dengan total pendapatan maka suatu
daerah akan dikatakan tingkat kemandiriannya
tinggi.

Sumber — sumber Pendapatan Asli Dae-
rah terdiri atas (Kesek, 2013):

1) Hasil Pajak Daerah
Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dila-

kukan oleh orang pribadi atau badan kepa-

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 (31-46)
da daerah tanpa imbalan langsung yang sei-
mbang, dapat dipaksakan berdasarkan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku,
yang dipergunakan untuk membiayai pe-
nyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah (Yustika, 2008)
2) Hasil Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat
adanya kontra prestasi yang diberikan oleh
pemerintah daerah atas pelayanan yang
langsung dinikmati secara perorangan oleh
warga masyarakat berdasarkan peraturan
yang berlaku (Yustika, 2008).
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Bagian dari keuntungan perusahaan daerah
baik bagi perusahaan daerah yang modal-
nya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah
maupun modalnya sebagian terdri dari ke-
kayaan daerah yang dipisahkan.
4) Lain-lain PEndapatan Asli Daerah yang
sah:
Hasil penjualan kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan, jassa giro, pendapatan bu-
nga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah ter-

hadap mata uang asing.
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3.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan
dana yang bersumber dari pendapatan APBN
(Mawarni at all, 2013), yang bertujuan peme-
rataan keuangan antar daerah untuk membia-
yai kebutuhan pengeluaran dalam rangka de-
sentralisasi (Harahap, 2011). Undang-undang
No. 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa seku-
rang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen)
dari pendapatan dalam negeri netto yang dite-
tapkan dalam APBN, sedangkan pembagian
DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di-
tetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan
antara provinsi dan kabupaten/kota (uhise,
2013).

DAU vyang diberikan kepada suatu dae-
rah ditentukan oleh besar kecilnya celah fiscal
suatu daerah, yang merupakan selisih antara
kebutuhan daerah dan potensi daerah (Hara-
hap, 2011). Rumus DAU adalah sebagai beri-
kut:

DAU =AD +CF

Dimana:
DAU = Dana Alokasi Umum
AD = Alokasi Dasar

CF  =Celah Fiskal
Sidik (2003, dalam Uhise, 2013) me-

ngartikan definisi DAU sebagai berikut:
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1) Salah satu komponen yang pengalokasian-
nya didasarkan atas konsep kesenjangan
fiscal yang selisih antara kebutuhan fiscal
dengan kapasitas fiscal.

2) Instrument untuk mengatasi horizontal im-
balance yang dialokasikan dengan tujuan
peningkatan kemampuan keuangan antar
daerah dan penggunaannya ditetapkan se-
penuhnya oleh daerah.

Equalization grant, yang berfunsi untuk
menetralisir ketimpangan kemampuan keua-
ngan daerah.

3.5 Dana Alikasi Khusus (DAK)

Menurut Udang-undang No. 33 Tahun
2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khu-
sus (DAK) merupakan dana transfer dari pe-
merintah pusat ke pemerintah daerah untuk
menjalankan pembangunan infrastruktur dan
fasilitas public di kabupaten/kota (Harahap,
2011), serta untuk membiayai kebutuhan khu-
sus yang merupakan urusan daerah sesuai de-
ngan prioritas nasional dengan memperhatikan
ketersediaan dana dalam APBN (Sarkoro dan
Zulfikar, 2016).

Kebutuhan Kusus yang dimaksud adalah
sebagai berikut (Sarkoro dan Zulfikar, 2016):
1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan

dengan menggunakan rumus alokasi umum
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dalam pengertian kebutuhan yang tidak
sama dengan kebutuhan daerah lain.

2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau
prioritas utama.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 ju-
ga mengatakan bahwa daerah penerima Dana
Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan
dana pendamping yang dianggarkan dalam
APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per-
sen) dari alokasi DAK, namun daerah dengan
kriteria-kriteria tertentu tidak diwajibkan un-
tuk menyediakan dana pendamping.

Analisis dalam penelitian ini mengguna-
kan data panel, gabungan dari data time series
dan data cross secton. Data cross section me-
rupakan data yang dikumpulkan dalam satu
waktu terhadap banyak individu, yang dalam
penelitian ini merupakan 33 kabupaten kota
yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Data time series merupakan data yang
dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap
suatu individu, yang dalam penelitian ini ada-
lah data 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 hi-
ngga tahun 2017.

Persamaan Regresi yang digunakan da-
lam penelitian ini adalah:

Persamaan 1:
logPE,, = a+ logPAD, + logDAU, + logDAK, + e,
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Persamaan 2:
logHDI, = a+ logPAD, + logDAU, + logDAK,, + e,
a) Variable Independent
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Semua penerimaan daerah yang berasal
dari sumber ekonomi asli daerah, yang
diukur melalui besarnya target PAD
yang diterima oleh daerah tiap tahunnya
(Rupah)
2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana yang bersumber dari penerimaan
APBN, yang diukur dengan besarnya
target DAU yang diterima oleh daerah
tiap tahunnya (Rupiah)
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana yang bersumber dari penerimaan
APBN dialokasikan untuk membiayai
kebutuhan khusus daerah, yang diukur
dengan besarnya target DAK yang dite-
rima oleh daerah tiap tahunnya (Ru-
piah).
b) Variabel Dependent
1) Pertumbuhan ekonomi
Menggambarkan perkembangan suatu
perekonomian daerah dalam satu tahun
tertentu, yang diuur dengan PDRB atas
dasar harga konstan dengan tahun dasar
2010 (Rupiah).
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2) Indeks pembangunan manusia(IPM)
Kuantifikasi dari ukuran agregat kualitas
manusia dalam pembangunan, yang diu-
kur berdasarkan nilai dari UNDP (berni-
lai 0 —100).]
IV. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis re-
gresi data panel, dimana melihat pengaruh dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
terhadap Pembangunan Ekonomi di Propinsi
Nusa Tenggara Timur. Pengaruh terhadap

pembangunan ekonomi ini dilihat dari indika-
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tor ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan

indikator sosial yaitu Indeks pembangunan
manusia (IPM).

Berdasarkan pengujian model dalam
analisis regresi data panel, model yang terbaik
adalah modelFixed Effect untuk dianalisis.
Model Fixed Effect yang dianalisis digunakan
untuk melihat pengaruh PAD, DAU dan DAK
terhadap pembangunan ekonomi baik dari in-

dikator ekonomi maupun dari indikator sosial.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh ha-sil regresi sebagai berikut:

Regresi Pertumbuhan ekonomi | Indeks pembangunan manusia (IPM)
Coefficient | Prob. Coefficient Prob.

C 15.03787 | 0.0000* | 7.988465 0.0000*

logPAD 0.089571 | 0.0000* | -0.154395 0.0000*

logDAU 0.107496 | 0.0301* | -0.037746 0.6769**

logDAK 0.051503 | 0.0000* | 0.037268 0.0262*

Adjusted R-squared 0.998828 0.725781

F-statistic 3075.621 10.55120

Prob. (F-statistic) 0.000000 0.000000

Sumber: olah data eviews 8
Keterangan: *signifikan pada 5%, *tidak
signifikan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daera (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pemba-
ngunan Ekonomi dari indikator ekonomi

(Pertumbuhan Ekonomi)

Dalam pengujian keseuaan model terli-
hat bahwa F-statistic signifikan, dapat dilihat
dari p-value (0.000000)< 0.05. Hal ini berarti
bahwa analisis regresi dapat digunakan untuk
memprediksikan pengaruh PAD, DAU dan
DAK terhadap Pembangunan Ekonomi dari
indikator ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekono-

mi.
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Koefisien determinasipun menunjukkan
nilai sebesar 0.998828 yang memiliki arti bah-
wa 99.88% perubahan pertumbuhan ekonomi
dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan
DAK. Sedangkan sisanya dapat dipengaruhi
oleh variabel lain diluar model, yaitu sebesar
0.12%.

Persamaan 1:

IogPE, = 1503787 + 0089571, + 0107496, + 0051503, + e,
Berdasarkan persamaan regresi tersebut
dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar
15.03787 dengan lambang positif, yang mana
mengandung arti apabila PAD, DAU dan
DAK konstan maka pertumbuhan ekonomi
akan meningkat sebesar 15.03787,
1. Pengaruh Pendapatan Asli
(PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

Daerah

signifikan dan meningkatkan pertumbuhan e-
konomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
dilihat dari nilai p-value 0.0000<5%. Mening-
katnya 1% Pendapatan Asli Daerah akan me-
ningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar
0.089571. penelitian ini sejalan dengan pene-
litian Rori et al (2016), Dewi (2013), dan
Marwani et al (2013) yang menyatakan bahwa
Pendapatan Asli Daerah signifikan meningkat

pertumbuhan ekonomi.
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Pendapatan Asli Daerah memegang pe-
ranan yang sangat dalam pembangunan eko-
nomi, dengan peningkatan PAD maka bisa
menilai sejauh mana daerah dapat membiayai
kegiatan pemerintah dan pembangunan dae-
rah. PAD yang semakin besar bisa membantu
pemerintah dalam meningkatkan belanjanya
baik belaja langsung maupun belanja tidak la-
ngsung, dengan peningkatan belanja seperti
belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
desa. Dengan bantuan yang ada maka peme-
rintah desa mampu membuat program-pro-
gram guna peningkatan prduksi di desa, seper-
ti program bantuan usaha sehingga mampu
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya 1% Dana Alokasi Umum
maka akan meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi sebesar 0.107496, pengaruh DAU signi-
fikan terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat
dari p-value (0.0301) < 5%. Sejalan dengan
penelitian Mawarni et al (2013) berdasarkan
pengujian koefisien jalur menemukan bahwa
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Uhise (2013) menemukan hasil yang sama di-
mana DAU berpengaruh meningkatkan Per-

tumbuhan Ekonomi.
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3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)
terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus merupakan dana
perimbangan yang digunakan untuk membia-
yai keperluan tertentu daerah, untuk Provinsi
Nusa Tenggara Timur dalam penelitian memi-
liki pengaruh yang positif dan signifikan, di-
mana dengan meningkatnya 1% DAK akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar
0.051503,

Hasil penelitian ini sejalan dengan pene-
litian yang dilakukan oleh Susanto dan Marha-
mah (2016) yang menemukan bahwa DAK
berdampak meningkatkan pertumbuhan Eko-
nomi, namun sebaliknya tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti
(2015) yang menemukan bahwa DAK akan
berdampak mengurangi Pertumbuhan Ekono-
mi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daera (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) terhadap
Pembangunan Ekonomi dari indikator
sosial (Indeks pembangunan manusia)

Dalam pengujian keseuaan model terli-
hat bahwa F-statistic signifikan, dapat dilihat
dari p-value(0.000000)< 0.05. Hal ini berarti
bahwa analisis regresi dapat digunakan untuk
memprediksikan pengaruh PAD, DAU dan
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DAK terhadap Pembangunan Ekonomi dari

indikator sosial yaitu Indeks pembangunan

manusia.

Koefisien determinasipun menunjukkan
nilai sebesar 0.725781 yang memiliki arti bah-
wa 72.57% perubahan pertumbuhan ekonomi
dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan
DAK. Sedangkan sisanya dapat dipengaruhi
oleh variabel lain diluar model, yaitu sebesar
27.43%.

Persamaan 2:

logHDI,, = 7.988465— 0.154395,, - 0037746 + 0037268, + e,,

Berdasarkan persamaan regresi tersebut
dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar
7988465 dengan lambang positif, yang mana
mengandung arti apabila PAD, DAU dan
DAK konstan maka pertumbuhan ekonomi
akan meningkat sebesar 7.988465.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap Indeks pembangunan
manusia

Hasil analisis pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap Indeks pembangunan
manusia signifikan namun memiliki pengaruh
yang negatif, atau dengan meningkatnya Pen-
dapat Asli Daerah akan mengurangi tingkat
Indeks pembangunan manusia. Signifikan ter-
lihat dari p-value 0.0000 < 0.05%, dan coefi-
siennya sebesar -0.154395 yang berarti jika
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PAD meningkat sebesar 1% maka akan menu-
runkan Indeks pembangunan manusia sebesar
0.154395%.

dengan penelitian.

Penelitian ini tidak sejalan
Untuk meninkatkan kemandirian daerah
pemerintah harus lebih fokus untuk mening-
katkan Pendapatan Asli Daerah, namun harus
juga mempertimbangkan sumber daya dan ke-
mampuan daerah dan kemampuan daerah se-
hingga tidak menyebabkan disinsetif yang me-
matikan potensi ekonomi daerah (Sarkoro dan
Zulfikar, 2016). Peningkatan PAD di Provinsi
Nusa Tenggara Timur berpengaruh mengura-
ngi Indeks pembangunan manusia, hal ini di-
sebabkan karena PAD lebih banyak digunakan
untuk membiayai belanja tidak langsung se-
perti belanja modal yang dapat berdampak
pada pembangunan manusia.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Indeks pembangunan manusia
Hasil analisis pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU) terhadap Indeks pembangunan
manusia memiliki persamaan dengan peneliti-
an yang dilakukan oleh Harahap pada tahun
2011, dimana Dana Alokasi Umum tidak ber-
pengaruh terhadap Indeks pembangunan ma-
nusia. Hal ini terlihat dari nilai p-value yang
tidak signifikan yakni sebesar 0.6769 >5%.
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Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan
salah satu transfer dana pemerintah kepada pe-
merintah daerah yang bersumber dari APBN
dengan tujuan untuk pemerataan keuangan an-
tar daerah agar mengurangi ketimpangan ke-
mampuan kemampuan keuangan daerah. Sua-
tu daerah yang potensi fiskalnya rendah akan
memperoleh DAU yang tinggi, dan begitupun
sebaliknya jika suatu daerah memiliki potensi
fiskal tinggi akan memperoleh DAU yang ren-
dah. Dapat dilihat juga bahwa PAD Provinsi
Nusa Tenggara Timur Meningkat tiap tahun-
nya, hal ini dapat menggambarkan bahwa
tingkat kemandirian yang kuat sehingga keter-
gantungan terhadap DAU. Tingginya PAD
juga belum bisa memastikan bahwa akan me-
ngurangi DAU yang diberikan oleh pemeritah
pusat, hal itu dikarenakan pembagian DAU
juga terdiri dari beberapa criteria antara lain
jumlah penduduk, luas wilayah, angka indeks
pembangunan SDM, kapasitas fiskal dan ke-
butuhan fiskal, sehingga dapat dilihat juga
bahwa DAU untuk Provinsi Nusa Tenggara
Timur meningkat dari tahun ke tahun.
Hasil analisis regresi yang diperoleh
adalah DAU tidak signifikan mempengaruhi
Indeks

DAU mengalami peningkatan. hal ini diaki-

pembangunan manusia, walaupun

batkan Karena DAU yang diberikan oleh pe-
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merintah diporsikan lebih besar untuk belanja

pegawai sehingga pengaruhnya terhadap In-

deks pembangunan manusia sedikit atau bah-

kan tidak sama sekali.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)
terhadap Indeks pembangunan manusia

Hasil analisis pengaruh Dana Alokasi
Khusus (DAK) terhadap Indeks pembangunan
manusia memiliki persamaan dengan peneliti-
an yang dilakukan oleh sarkoro (2016), dima-
na Dana Alokasi Khusus berpengaruh meni-
ngkatkan terhadap Indeks pembangunan ma-
nusia. Hal ini terlihat dari nilai p-value yang
signifikan yakni sebesar 0.0262 <5%. Besar-
nya koefisien dalam analisis regresi data panel
adalah 0.037268, yang berarti dengan mening-
katnya 1% Dana Alokasi Khusus (DAK) pada
Provinsi Nusa Tenggara Timur maka akan
meningkatkatn Indeks pembangunan manusia
(IPM) sebesar 0.037%.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh wiliantara dan budiasih
(2016) dimana ditemukan bahwa Dana Aloka-
si Khusus (DAK) signifikan dan mengurangi
pembangunan manusia, namun sejalan dengan
penelitan yang dilakukan oleh astuti dan astika
(2016) serta penelitian yang dilakukan oleh
putra dan ulupui (2015) dimana semakin me-
ningkatnya Dana Alokasi Khusus maka akan
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semakin meningkatkat indeks pembangunan
manusia.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, Dana
Alokasi Khusus digunakan untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan dae-
rah yang sesuai dengan fungsi yang telah dite-
tapkan APBN. Dengan Alokasi Khusus digu-
nakan untuk meningkatkan pelayanan publik
berupa pembangunan sarana dan prasarana pu-
blik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan,
pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemer-
intah, kelautan dan perikanan dan lingkungan
hidup (Williantara dan Budiasih: 2016). Putra
dan Ulupai (2015) menggambarkan salah satu
pelayanan pendidikan adalah merehablitasi
ruang belajar yang rusak karena dengan me-
nyediakan layanan dan keterjangkauan akses,
menyedeiakan layanan pendidikan bermutu
dapat meningkatkan mutu pendidikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) terhadap pembangunan daerah untuk
dua indikator yaitu indikator ekonomi (Per-
tumbuhan Ekonomi) dan indikator sosial (In-
deks pembangunan manusia), maka hasil yang
diperoleh adalah PAD, DAU dan DAK berpo-
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tensi untuk mempengaruhi Pembangunan E-

konomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpe-
ngaruh meningkatkan Pembangunan daerah
dari indikator ekonomi (Pertumbuhan Ekono-
mi), namun PAD berpengaruh mengurangi
Pembangunan Daerah dari indikator sosial (In-
deks pembangunan manusia). Dana Alokasi
Umum (DAU) mempengaruhi pembangunan
daerah, namun hanya berpengaruh meningkat-
kan pembangunan daerah dari indikator eko-
nomi (Pertumbuhan Ekonomi). Dana Alokasi
Khusus (DAK) mempengaruhi pembangunan
daerah baik dari indikator ekonomi maupupun
indikator sosial, peningkatan DAK meningkat-
kan pembangunan daerah.Berdasarkan kesim-
pulan dan hasil analisis, maka beberapa saran
untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak
yang berkepentingan untuk meningkatkan
pembangunan daerah antara lain:

1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
perlu meningkatkan PAD agar meningkat-
kan pertumbuhan ekonomi namun dari ha-
sil pad yang diterima lebih dipastikan agar
program—program yang dijalankan lebih
tepat sasaran untuk meningkatkan pemba-
ngunan manusia.

2. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan Da-

na Alokasi Khusus yang berasal dari peme-
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rintah pusat bisa lebih dimanfaatkan sesuai
kebutuhan agar tepat sasaran.

Hasil penelitian ini belum memberikan
penjelasan secara rinci tentang alokasi peng-
gunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alo-
kasi Umum oleh pemerintah, oleh karena itu
perlu dilakukan analisis persektor untuk meli-
hat belanja manakah yang lebih mengkonsum-

si sumberdaya keuangan
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